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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 secara tersirat menyatakan bahwa dengan 
kekayaan alam Indonesia yang melimpah, potensi sumber daya 

manusia yang unggul, peluang pasar yang besar dan demokrasi 

yang relatif stabil mampu membawa Indonesia menuju gerbang 
kesejahteraan nasional. Namun perlu adanya peran dan kontribusi 
dari setiap masyarakat dalam mewujudkan cita-cita Indonesia. 

Salah satu peran penting dalam pembangunan bangsa 
Indonesia adalah Aparatur Sipil Negara yang berkualitas, unggul, 

berdaya saing, dan berintegritas tinggi. Hal tersebut dikarenakan 
ASN juga ikut serta mengemban tanggungjawab sejumlah 
keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada 
implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan. OIeh 

karena itu, diperlukan sosok ASN yang mampu 
mengimplementasikan nilai-nilai ANEKA dalam melaksanakan tugas 

dan kewajiban sebagai pelayan publik. 

Berdasarkan Peraturan Kepata Lembaga Administrasi 
Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pelatihan Dasar CPNS Golongan Ill, calon CPNS wajib menjalani 
masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Diklat 
terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat 
dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian 

yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat 

profesionalisme serta kompetensi bidang. 

Salah satu tahap yang wajib dilalui oleh peserta Pelatihan 
Dasar CPNS adalah melakukan kegiatan Aktualisasi di unit kerja 

masing-masing. Peserta diharapkan mampu membuat inovasi dan 
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perbaikan-perbaikan 	baru 	di 	Iingkungan 	kerjanya 	untuk 

meningkatkan kinerja atau produktivitas dengan menanamkan nilal-
nilai ANEKA dan nilai-nitai organisasi (RAFI). Sehingga materi-
materi yang disampaikan selama pelatihan dasar dapat terserap dan 

terimplementasikan dengan balk. 

B. DasarHukum 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

2 Tahun 2016; 

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri 

Sipil. 
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BAB II 
PROFIL ORGANISASI 

Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia (DPR RI) memiliki 3 fungsi utama yaltu legislasi, 
anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, 

DPR RI mempunyal tugas dan wewenang sebagai berikut: 

Memperhatikan pertimbangan DPD dalam pembahasan 

Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 

Membahas dan memberikan persetujuan atas RUU APBN 

yang diajukan presiden dengan memperhatikan pertimbangan 

DPD 

Membahas dan menindakianjuti hasil pengawasan DPD atas 

pelaksanaan APBN 

Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional Iainnya 

yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi 

kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan 

negara 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 6 

tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 
dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan peraturan 
Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, Pusat Kajian Anggaran 
memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN. Dalam 
pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Kajian Anggaran memiliki 

beberapa fungsi yaitu: 

1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian 

Anggaran 
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Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian 

Anggaran 

Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran 

Pusat Kajian Anggaran 

Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organ isasi di Iingkungan Pusat Kajian Aggaran 

Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan 

kajian anggaran 

Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran 

Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran 

Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran 

Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran 

Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran 

Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala 

Badan Keahlian DPR RI. 

A. Visi dan Misi Pusat Kajian Anggaran 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian 

Anggaran memiliki vlsi dan misi sebagai berikut: 

Vi si 

Rumusan visi Pusat Kajian Anggaran mengacu pada visi 

Badan Keahlian DPR RI, dengan fokus pada tugas dan 

fungsi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai 

unsur pendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Dengan 

demikian, visi Pusat Kajian Anggaran adalah: 

a. Pusat Kajian Anggaran yang profesional mempunyai makna 

bahwa dalarn melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian 

Anggaran mempunyal kompetensi untuk mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, 

dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan 

serta kualitas SDM. 
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Pusat Kajian Anggaran yang andal mempunyai makna bahwa 
Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi rencana-renCafla kerja sesuai 

dengan 	tujuan 	yang 	akan 	dicapai 	serta 	dapat 

di imp leme n tas i ka n. 

Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel mempunyal makna 
bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan 
keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab 
atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di 
dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan 
fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran 

DPR RI. 

Misi 

Untuk mencapai vlsi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian 
Anggaran menyusun misi sebagal berikut: 

Memperkuat penyelenggaraafl fungsi dukungan kajian 
anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi 

anggaran Dewan. 

Memperkuat manajemen pengetahuan. 

Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN. 
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B. Struktur Organisasi 

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran 
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C. Tugas dan Fun gsi Analis APBN 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Fungsional Analis APBN menyatakan bahwa yang dimaksud Analis 

APBN adalah Pegawal Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis 

APBN. Kemudian berdasarkan Persekjen No. 24 Tahun 2017 
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tentang Pedoman Penyusunan Jabatan Fungsional Analis APBN di 

Lingkungan Setjen dan BK DPR RI menjelaskan bahwa jabatan 

Fungsional Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang 

Iingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk 

melakukan kegiatan analisis APBN dalam Iingkungan Setjen dan BK 

DPR RI. Analis APBN termasuk dalam rumpun jabatan fungsional 

dimana jenjang jabatan fungsional Analis APBN terdiri dari Analis 

APBN AhIi Pertama, Analis APBN AhIi Muda, Analis APBN AhIi 

Madya, dan Analis APBN AhIi Utama. Analis APBN memiliki tugas 

dan fungsi sebagai berikut: 

Melakukan pembahasan internal dalam rangka persiapan 

mengikuti dan/atau mendampingi rapat-rapat DPR sesuai siklus 

APBN, BPK, dan DPD; 

Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan 

laporan dalam rapat-rapat sesuai siklus APBN, BPK, dan DPD; 

Melakukan pendampingan dan dukungan keahlian dalam rapat-

rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD; 

Pengumpulan 	data 	dan 	informasi 	dan 

Kementerian/Lembaga/Pemda/dan lembaga Iainnya; 

Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan 

pertimbangan DPD; 

Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan 

pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan 

pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan 

panggilan data-data primer Iangsung dari sumber data, 

Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi Negara 

dan swasta dalam dan luar negeri; 

Menyusun Analisis Ringkas Cepat; 
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Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, 

BPK, dan DPD, serta Analisis Ringkas Cepat (ARC); 

Memberikan data dan informasi dengan tema berdasarkan 

permintaan Anggota 	Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 

Melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan sesuai output; 

Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan; 

I. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala 

dan setiap waktu diperlukan; 
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BAB III 
RANCANGAN AKTUALISASI 

A. Identifikasi Isu 

Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang 

perancangan APBN. Untuk mewujudkan vlsi Pusat Kajian 

Anggaran yang akuntabel, Pusat Kajian Anggaran memberikan 

informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam 

mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Pusat Kajian 

Anggaran memiliki website resmi aengan aiamat 

http:/!puskajianggaran.dpr.go.id/. Berikut terdapat beberapa isu 

yang ada pada Pusat Kajian Anggaran 

a. Belum tersedianya database informasi hukum yang 

mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi APBN. 

Dalam menyusun output analisis APBN, setiap analis 

APBN seringkali memberikan penjelasan terkait landasan 

hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, 

Peraturan Menteri, dli. Hal mi dimaksudkan agar anggota 

dewan mendapat referensi aturan hukum yang berlaku 

tentang pembahasan AF-'BN. Namun, masin teraapat 

kesulitan daiam mengumpulkan informasi tentang undang-

undang yang berkaitan dengan APBN. Selama mi pencarian 

peraturan perundang-undangan yang berlaku masih 

menggunakan bantuan google, sehingga sering terdapat 

kendala berupa peraturan perundangan yang sudah tidak 

berlaku tetapi masih muncul di laman google, dan hal tersebut 

membuat pekerjaan analis APBN kurang efektif dan efisien. 
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Masalah tersebut diakibatkan karena tidak adanya 

database dokumen landasan hukum yang mengatur setiap 

hal yang berkaitan dengan APBN (Gambar 1). Pemerintah 

memiliki database produk-produk hukum yang dimuat pada 

website https:/!peraturan.cjo.id. Namun, produk-produk 

hukum yang terdapat pada website tersebut bersifat umum, 

sehingga pusat kajian anggaran perlu memiliki database 

peraturan perundangan yang hanya berkaitan Iangsung 

dengan APBN. Tanpa adanya suatu sistem database 

landasan hukum APBN, kedepannya analis APBN akan 

selalu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan output 

anaflsis. 

Gambar 2. Website Pusat Kajian Anggaran 
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Dengan diterapkannya sistem database peraturan di 

website pusat kajian anggaran, analis APBN diharap akan 

mampu mengakses data-data landasan hukum APBN yang 

berlaku dengan Iebih mudah, karena sebelumnya teish 

disortir dan dimasukkan ke dalam satu database. Selain itu, 

nilai-nilai akuntabilitas dan komitmen mutu Pusat Kajian 

Anggaran dapat terlaksana dengan baik. Landasan hukum 
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APBN yang terinformasikan dengan baik dapat menjadi 

sebuah pertanggungjawaban terhadap kewajiban analis 

APBN dalam menyampaikan hasil analisisnya. Penerapan 

sistem tersebut juga menunjukkan komitmen Pusat Kajian 

Anggaran dalam menjamin dan menjaga kualitas mutu 

pelayanan kepada publik. 

b. Belum tersedianya dataset APBN pada website Pusat 

Kajian Anggaran 

Website pusat kajian anggaran sudah dapat 

memberikan hasil output analis apbn, seperti Analisis APBN, 

Referensi, ARC, Buletin, Buku, dli. Akan tetapi masih belum 

ada sumber data input yang dapat digunakan sebagai bahan 

olahan data analisis APBN. Sehingga, setiap penulisan 

analisis harus mengambil data baru dari LKPP, APBN Kita, 

atau sumber-sumber Iainnya. Belum ada kompilasi data-data 

olahan input terkait APBN yang up to date. Dimana data 

tersebut seharusnya dapat digunakan oleh staf Pusat Kajian 

Anggaran, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dan juga masyarakat umum dalam melihat seperti 

apa data APBN di periode berjalan. Kondisi yang diharapkan 

dengan adanya dataset APBN adaiah meningkatnya efisiensi 

analis APBN dalam mengerjakan output, sehingga waktu 

yang dibutuhkan menjadi Iebih cepat. Selain itu, Anggota 

Dewan dan masyarakat dapat mengikuti perkembangan 

APBN secara kuantitatif meialui nominal anggaran, beserta 

analisisnya pada website Pusat Kajian Anggaran. Dengan 

begitu, penanaman nilai pelayanan publik, akuntabilitas, dan 

komitmen menjaga mutu organisasi dapat terwujud dengan 

baik. 

11 



c. Belum optimalnya penggunaan software statistik untuk 

mengolah dan menganatisis data. 

Kemampuan penggunaan software statistik sangat 

diperlukan untuk menganalisis data untuk keperluan 

penyusunan analisis/kajian. Akan tetapi, faktanya 

penggunaan software statistik di unit kerja Pusat Kajian 

Anggaran masih sangat jarang dilakukan. Hal tersebut 

dikarenakan kompetensi analis APBN yang masih perlu 

ditingkatkan terkait penggunaan software statistik. Selama mi 

hanya pada bidang Perencanaan Dasar dan Ekonomi Makro, 

sementara di bidang lain masih belum menggunakan software 

statistik sebagai alat analisis. Padahal, dengan dilakukannya 

penelitian menggunakan software analisis yang tepat, dapat 

menghasilkan output berupa telaah kebijakan dan studi kasus 

yang lebih tepat sasaran. 

B. Pemilihan Isu Prioritas 

Tabel 1. TEKNIK USG 

Isu U S G Kesimpulan 

Beum tersedanya database inormasi hukum 
yang 	mengatur 	proses 	perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi APBN pada website 
http://puskajianggaran.dpr.go.id/ 

Alasan: 4 4 4 12* 
Informasi 	mengenai 	dasar hukum 	APBN 	pada 

website PKA dapat mempermudah Analis APBN 

dalam menganalisis suatu isu tertentu yang terkait 

dengan APBN dengan waktu yang Iebih cepat. 

Belum tersedianya dataset APBN pada - 

website Pusat Kajian Anggaran. 

Alasan: 3 4 4 11 
)ataset APBN akan memudahkan sharing dokumen 

antar analis APBN dalam melakukan proses analisis 

kebijakan.  
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3. Belum optimalnya penggunaan 	software statistik - 

untuk mengolah dan menganalisis data 

Alasan: 
11 

Masih 	diperlukan 	peningkatan 	keterampilan 

penggunaan software stastistik dari Anatis APBN 

Berdasarkan Analisis USG di atas, maka isu yang dipilih adalah 

Isu ke-1 dengan rumusan isu "Belum adanya database 

informasi hukum yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi APBN pada website http://puskaiianggaran.drDr.clO.id/. 

Keterangan: 

U = Urgency 

Informasi mengenai hukum perundang-undangan tentang 

APBN pada website PKA dapat meningkatkan pengetahuan baik 

untuk staf di Pusat Kajian Anggaran maupun bagi masyarakat 

umum. Informasi hukum tersebut juga dapat mempermudah Analis 

APBN daiam menganalisis suatu isu tertentu yang terkait dengan 

APBN dengan waktu yang Iebih cepat. 

S = Seriousness 

Pada unit kerja di Pusat Kajian Anggaran, peningkatan 

kompetensi jabatan Analis APBN sangat penting untuk terus 

d iti ng katkan. 

G = Growth 

Pentingnya peningkatan kualitas konten pada website Pusat 

Kajian Anggaran agar semakin Ierigkap, serta meningkatkan 

komitmen mutu Pusat Kajian Anggaran untuk selalu berinovasi 

dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. 

C. Gagasan Pemecahan Isu 

Penyediaan Database Informasi Hukum yang berkaitan 

dengan APBN pada http://puskajianggaran.dpr.go.id/ 

13 
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D. Rancangan Aktualisasi 

Unit Kerja 	 Pusat Kajian Anggaran 
Identifikasi Isu 	 : 1. Belum tersedianya database informasi hukum yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBN 

pada htti://uskaiianc1cIaran.d1r.po.id/ 
Belum tersedianya dataset APBN pada website Pusat Kajian Anggaran. 
Belum optimalnya periggunaan software statistik dalam mengolah dan menganalisis data 

Isu yang Diangkat 	 : Belum tersedianya database informasi hukum yang mengatur proses perencanaan, peiaksanaan, dan evaluasi APBN pada 
http://puskajianggaran.dpr.go.id/ 

Gagasan Pemecahan Isu 	 Penyediaan Database informasi Hukum yang berkaitan dengan APBN pada http://puskajianggaran.dpr.go.id/ 

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / HasH 
Keterkaitan Substansi Mata 

 
Pelatihan 

Kontribusi Terhadap Vlsi 
dan Misi Organisasi 

Penguatan Nilal 
Organisasi 

Pengumpulan 1. Melakukan 	konsultasi 1. Catatan 	dan 1. Berkoordinasi 	dengan 1. 	Dengan 	melakukan 1. Dalam 	petaksanaan 
data 	dan dengan mentor arahan mentor 	 untuk konsultasi 	dengan diskusi 	dengan 
informasi 2. Mengidentifikasi 2. Catatan 	daftar mendiskusikan mengenal mentor, 	maka 	misi mentor, 	selalu 
landasan peraturan 	yang 	terkait peraturan 	yang peraturan 	perundangan organisasi 	yaitu mengedepankan rasa 
hukum yang APBN terkait APBN apa saja yang berkaitan memperkuat hormat 	menghormati 
berkaitan 3. Melakukan 3. Kumpulan dengan 	APBN 	sebagai manajemen perbedaan 	dan 
dengan pengumpulan dokumen- laridasan hukum bentuk 	transparansi, pengetahuan 	dapat menghargai 
APBN dokumen 	landasan yang 	akan musyawarah, 	dan tercapai. perbedaan 	dengan 

hukum 	APBN 	dari dijadikan bahan tanggung jawab, dengan 2. 	Dengan 	melakukari rendah hati. (Religius) 
berbagai sumber aktualisasi tetap 	memperhatikan identifikasi 	peraturan 2. Dengan 	melakukan 

etika dan sopan santuri, yang 	terkait 	APBN, identifikasi 
(Akuntabilitas, maka 	misi 	organisasi pengumpulan 	data 
Nasionalisme, 	Etika yaitu 	memperkuat informasi 	hukum 
Publik, 	Komitmen 	Mutu manajemen APBN, 	maka 	nilai 
dan WOG). pengetahuan 	dan organisasi 

mem perkuat Akuntabilitas 	dapat 
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2. Mengidentifikasi pengembangan 	profesi terlihat 	dengan 
peraturan-peraturan 	apa analis 	APBN 	dapat membuat 	laporan 
saja 	yang 	berkaitan tercapai dokumen-dokumen 
Iangsurig dengan APBN Dengan 	melakukan yang 	 dapat 
dengan 	 tetap inventarisir 	dan dikumpulkan, 
mengedepankan 	nilal- pengumpulan 	data Profesionalitas 	dan 
nilai 	profesionalitas 	dan informasi hukum APBN, Integritas 	dapat 
integritas, serta taat pada maka 	misi 	organisasi diperkuat 	dengan 
aturan 	kerahasiaan yaitu 	memperkuat memberikan 	usaha 
dokumen 	negara manajemen terbaik 	semaksimal 
(Akuntabilitas, 	Etika pengetahuan 	dapat mungkin 	dalam 
Pubtik, Komitmen Mutu) tercapai. mengumpulkan 

3. Melakukan 	pencarian, dokumen-dokumen 
pengunduhan, 	dan yang dibutuhkan. 
penympanan 	dokumen- 
dokumen 	landasan 
hukum 	APBN 	dengan 
tetap 	memperhatikan 
nilai-nilai etika pada saat 
pengumpulan 	data, 	dan 
bertanggungjawab 
terhadap 	data 	yang 
dikumpulkan 	(Etika 
Publik, 	Komitmen 	Mutu, 
WOG)  

2 Pengolahan 1. Melakukan 	konsultasi 1. Catatan 	dan 1. Berkoordinasi 	dengan 1. Dengan 	melakukan 1. Dalam 	pelaksanaan 

dokumen dengan mentor arahan mentor untuk melaporkan konsultasi 	dengan diskusi 	dengan 

yang 	telah 2. Mengklasifikasikan Data 	kiasifikasi draft kiasifikasi 	landasan mentor, 	maka 	misi mentor, 	selalu 

dikumpulkan APBN 	berdasarkan landasan hukum hukum 	APBN 	sebagai organisasi 	yaitu mengedepankan rasa 
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hierarki 	peraturan APBN bentuk 	transparansi, mempArkilal manajemen hormat 	menghormati 
perundang-undangan berdasarkan musyawarah, 	dan pengetahuan 	dapat perbedaan 	dan 

hierarki tanggung jawab, dengan tercapai. menghargai 
peraturan tetap 	memperhatikan 2. Dengan 	melakukan perbedaan 	dengan 
perundang- etika dan sopan santun, klasifikasi 	landasan rendah hati. (Religius) 
undangan (Akuntabilitas, hukum 	APBN, 	maka 2. Derigan 	melakukan 

Nasionalisme, 	Komitmen tugas 	organisasi 	yaltu kiasifikasi 	dokumen 
Mutu, dan WOG). mendukung 	kelancaran informasi hukum yang 

2. Kegiatan pelaksanaan 	wewenang berkaitan 	dengan 
mengklasifikasikan dan 	tugas 	DPR 	RI 	di APBN 	maka 	nilai 
landasan 	hukum APBN bidang 	perencanaan organisasi 
termasuk sebagai peran APBN; fungsi organisasi Akuntabilitas 	dapat 
akuntabel seorang analis yaitu 	pelaksanaan terlihat 	dengan 
APBN, 	selain 	itu dukungan 	pengkajian membuat 	laporan 
dibutuhkan 	ketelitian, anggaran, koordinasi dan dokumen-dokumen 
kedisiplinan, 	dan pembinaan 	terhadap yang 	 telah 
integritas. 	(Akuntabilitas, pelaksanaan 	tugas 	unit dikiasifikasikan, 
Etika 	Publik, 	Komitmen organisasi; vlsi organisasi Profesionalitas 	dan 
Mutu, dan WOG). yaitu 	menjadi 	Pusat Integritas 	dapat 

Kajian 	Anggaran 	yang diperkuat 	dengan 
professional 	dan memberikan 	usaha 

akuntabel; 	serta 	misi terbaik 	semaksimal 
organisasi 	yaitu mungkin 	dalam 
memperkuat manajemen mengklasifikasikan 
pengetahuan 	dapat dokumen-dokumen 
tercapai. landasan 	hukum 

APBN. 

3 Publikasi 	data 1. Melakukan 	konsultasi 1. Catatan 	dan 1. Berkoordinasi 	dengan 1. Dengan 	melakukan 1. Dalam 	pelaksanaan 

informasi 	hukum dengan mentor arahan mentor untuk melaporkan korisultasi 	dengan diskusi 	dengan 
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Terdapat 	satu dokumen 	landasan 
kolom 	baru hukum 	APBN 	dengan 
pada 	website tetap 	memperhatikan 
Pusat 	Kajian etika dan sopan santun 
Anggaran yang (Etika Publik, WOG, dan 
akan 	diisi Akuntabilitas). 
dengan 2. Melakukan 	koordinasi 
dokumen dengan 	pengelola 
landasan hukum website untuk membantu 
APBN membuatkan kolom baru 
Dokumen 	telah pada 	website, 	serta 
terpublikasi mempublikasikan 
pada website landasan 	hukum APBN 

tersebut 	dengan 	tetap 
memperhatikan etika dan 
sopan 	santun, 	saling 
menghormati, 	kejujuran, 
dan 	sebagai 	bentuk 
kerjasama bahwa Pusat 
Kajian 	Anggaran 	juga 
membutuhkan 	unit 	lain 
dalam 	melakukan 
pekerjaannya. 
(Akuntabilitas, 
Nasionalisme, 	Etika 
Publik, 	Komitmen 	Mutu, 
dan WOG), 

3. Melakukan 	pengecekan 

I 	pada 	website 	untuk 

mentor, 	maka 	misi 
organisasi yaitu 
memperkuat manajemen 
pengetahuan dapat 
tercapai. 
Dengan 	melakukaan 
koordinasi 	dengan 
pengelola website, maka 
tugas organisasi 
memperkuat manajemen 
pengetahuan dan visi 
organisasi menjadi Pusat 
Kajian Anggaran yang 
profesional, 	andal, 
akuntabel 	dapat 
terlaksana. 
Dengan 	melakukan 
publikasi landasan hukum 
APBN pada website 
Pusat Kajian Anggaran 
maka tugas organisasi 
yaltu 	mendukung 
kelancaran pelaksanaan 
wewenang dan tugas 
DPR RI di bidang 
perencanaan 	APBN; 
fungsi organisasi yaitu 
pelaksanaan dukungan 
pengkajian anggaran; 

APBN 	pada 
website 	Pusat 
Kajian Anggaran 

Melakukan koordinasi 
dengan 	pengelola 
website 	untuk 
dibuatkan satti kolom 
baru terkait peraturan 
dan landasan hukum 
APBN 
Mengirimkan dokumen 
yang akan diinput 

mentor, 	selalu 
mengedepankan rasa 
hormat menghormati 
perbedaan dan 
menghargai 
perbedaan 	dengan 
rendah hati. (Religius) 

2. Dengan koordinasi 
dan publikasi landasan 
hukum APBN maka 
nilai organisasi 
Akuntabilitas tercermin 
dalam 	pelaksanaan 
koordinasi 	yang 
akuntabel 	dan 
transparan; 
Profesionalitas 	dan 
Integritas 	dapat 
terwujud dalam bentuk 
kerjasama dengan unit 
lain dengan 
berkontribusi secara 
adil dan saling 
membantu 	dalam 
pelaksanaannya. 
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memastikan 	dokumen 
telah terpublikasi, dengan 
mengedepankan 	nilai- 
nilai 	kesopanan, 	dan 
saling 	menghormati 
(Akuntabilitas, 
Nasionalisme, 	Etika 
Publik, Komitmen Mutu) 

visi 	organisasi 	yaitu 
menjadi 	Pusat 	Kajian 
Anggaran 	yang 
professional, andal, 	dan 
akuntabel; 	serta 	misi 
organisasi yaitu 
memperkuat manajemen 
pengetahuan dapat 
tercapai.  

4 ialisasi 	kepada 1. Pembuatan 	PPT 1. File Powerpoint 1. Proses pembuatan PPT 1. Dengan 	melakukan 1. Dengan 	adanya 
selurub 	staff sebagai 	bahan 2. Undangan menjadi salah satu bentuk sosialisasi 	database persiapan 	hingga 
Analis APBN presentasi 3. Kegiatan akuntabilitas 	dan informasi 	hukum 	APBN pelaksanaan 

2. Pengiriman 	undangan sosialisasi profesionalitas 	dalam kepada 	seluruh 	staff sosialisasi 	database 
sosialisasi bekerja. 	Dokumen 	PPT Pusat 	Kajian 	Anggaran informasi 	hukum 

3. Pelaksanaan sosialisasi yang menggunakan ejaan maka 	tugas 	organisasi APBN kepada seluruh 
bahasa 	Indonesia 	yang yaitu 	mendukung analis 	APBN 	maka 
sopan 	dan 	santun kelancaran 	pelaksanaan nilal 	organisasi 
sebagai 	bentuk wewenang 	dan 	tugas Religius 	dapat 
nasionalisme 	dan 	etika DPR 	RI 	di 	bidang diimplementasi dalam 
publik, 	serta 	inovasi perencanaan 	APBN; bentuk mengawali dan 
sebagai bentuk komitmen fungsi 	organisasi 	yaitu mengakhiri 	sosialisasi 
mutu. pelaksanaan 	dukungan dengan membaca doa 

2. Pengiriman 	undangan pengkajian anggaran; vlsi serta berpegang teguh 
sosialisasi kepada analis organisasi 	yaitu 	menjadi dengan 	nilai-nilai 
APBN 	 dengan Pusat 	Kajian 	Anggaran agama 	yang 
mengedepankan 	nilai- yang professional, andal, memuliakan 	sesama 
nilai 	etika 	dan 	sopari dan akuntabel; serta misi dalam 	berinteraksi; 
santun 	 dalam organisasi 	yaltu Akuntabilitas 	dapat 
penyampalan 	undangan memperkuat manajemen terealisasi 	dengan 
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(Akuntabilitas, 	Etika pengetahuan 	dapat menyediakan 
Publik, 	Nasionalisme, tercapai. informasi 	yang 	jujur, 
Komitmen 	Mutu, 	Anti transparan, dan dapat 
Korupsi, 	Manajemen dipertanggungjawabk 
ASN, dan WOG) an; 	Profesionalitas 

3. Sosialisasi 	dilaksanakan dapat 	terealisaasi 
kepada 	seluruh 	analis dengan 
APBN dengan diawali dan mengedepankan 
ditutup 	dengan 	berdoa kualitas 	presentasi 
(Religius), 	penyampalan yang maksimal; 	dan 
materi 	yang 	terstruktur, nilai-nilai 	Integritas 
jelas, 	sopan, 	dan dapat 	diperkuat 
berkualitas 	sebagai dengan 	tetap 
bentuk 	profesionalitas konsisten memberikan 
seorang 	analis 	APBN usaha 	yang 	terbaik 
(Akuntabilitas, dalam 	melaksanakan 
Nasionalisme, 	Etika kegiatan 	demi 
Publik, 	Komitmen 	Mutu, kegiatan. 
WOG, 	dan 	Manajemen 
AS N)  
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BAB IV 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi 
1. Kegiatan I Pengumpulan data dan informasi landasan 

hukum yang berkaitan dengan APBN 

Kegiatan 1 datam rangkaian aktualisasi ini terdiri dari 3 

tahapan, yaitu konsultasi dengan mentor, identifikasi peraturan 

terkait APBN, dan pengumpulan dokumen. 

Tabel 2. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan Aktualisasi 

r 	
1 	Akuntabilitas Whole Of Government 	Religius 

2 Nasionalisme Akuntabel 

3 Etika Publik Profesional 

4 Komitmen Mutu Integritas 

1.1. Konsultasi Dengan Mentor 

Pada kegiatan ini, penulis mengawali dengan melakukan 
konsultasi awal dengan Ibu Dwi Resti Pratiwi selaku mentor 

dan Bapak Asep Saefullah selaku Kepala Pusat Kajian 

Anggaran. 

Gambar 4. Konsultasi Dengan Mentor danKepala Pusat Kajian 
An g g aran 

ii 

I' 
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Hasil konsultasi dengan Mentor adalah: 
• Buat nota dinas baru 
• Identifikasi peraturan apa saja yang terkait dengan APBN 
• Segera konsultasikan dengan BDTI 
• Mengubah Layout Design Website 

HasH konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran 

adalah 

• Segera kiasifikasikan undang-undang terkait APBN 
• Segera konsultasikan dengan BDTI 

1.2. Mengidentifikasi Peraturan Terkait APBN 

Pada tahap mi penulis mengidentifikasi peraturan apa 

saja yang terkait APBN dan akan dimasukkan ke dalam 

database. Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan dalam 

beberapa tingkatan peraturan hukum, yaitu 

• Undang-undang 
• Peraturan Pemerintah 
• Peraturan Presiden 
• Peraturan Menteri 

1.3. Melakukan pengumpu!an dokumen-dokumen landasan 
hukum APBN dari berbagai sumber 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan dokumen 

peraturan perundang-undangan yang masih terkait dengan 

proses p&aksanaan APBN. Proses pengumpulan dokumen 

berasal dari berbagai sumber, seperti website DPR, website 

peraturan.go.id , serta website JDIH masing-masing 

kementerian. 
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Gambar 5. Sumber Data Peraturan 
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Keterkaitan Su bstansi Mata Pelatihan 
Akuntabilitas 

Baik dalam tahap 1 maupun tahap 2, penulis tetap 

mengedepankan indikator-indikator akuntabilitas yaitu jujur 

dalam mengidentifikasi peraturan-peraturan terkait APBN, 

serta bertanggungjawab atas apa yang telah penulis 

kerjakan. Pelaksanaan konsultasi serta laporan kepada 

atasan juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab 

dari penulis atas aktualisasi yang akan dikerjakan. 

Nasionalisme 

Ketika melakukan konsultasi dengan mentor, penulis sebisa 

mungkin melaksanakan beberapa indikator-indikator nilai 

Nasionalisme, diantaranya yaitu menghormati pendapat dan 
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mentor, tidak memaksakan kehendak mentor, menghormati 

keputusan bersama, serta disiplin dalam menepati waktu 

saat akan bertemu. Selain itu, konsultasi dengan mentorjuga 

merupakan bentuk musyawarah, dimana hal itu termasuk 

dalam indikator nilai nasionaflsme. 

Etika Publik 

Ketiga 	tahapan 	dalam 	kegiatan 	1 	selalu 

mengimplementasikan nilai-nilai etika publik yang 

dilaksanakan dalam beberapa indikator. Contohnya, dalam 

melaksanakan tiap-tiap tahapan selalu fokus dan cermat, 

sehingga tidak ada data yang salah upload. Pada saat 

berkonsultasi dengan mentor maupun atasan selalu 

bersikap sopan dan santun, hal itu juga menunjukkan nilai 

etika publik seorang asn. 

Komitmen Mutu 

Dalam melaksanakan aktualisasi ini, di setiap tahapannya 

penulis selalu berorientasi mutu dan termotivasi untuk dapat 

berinovasi demi perkembangan Pusat Kajian Anggaran. 

Sehingga kedepannya para Analis APBN dapat 

mendapatkan efisiensi waktu dalam membuat analisis yang 

berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum. 

Whole Of Government 

Pelaksanaan tahapan konsultasi dengan mentor merupakan 

salah satu bentuk WOG yang memiliki karakteristik inti yaltu 

kolaborasi, dan kesatuan. Dimana penulis bersama mentor 

bertukar pikiran dalam mengidentifikasi peraturan-peraturan 

apa saja yang terkait dengan APBN. Selain itu, nilai WOG 

juga tercermin pada saat penulis melakukan pengumpulan 

dokumen. Dimana sumberdokumen tersebutadalah instansi 

lain, sehingga tercermin suatu kolaborasi antar lembaga 

dalam satu tahapan kegiatan tersebut. 
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Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi 

Kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran 

merupakan proses penting agar hasil akhir dari kegiatan 

aktualisasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pada 

tahapan mi, terjadi proses sharing knowledge antara atasan 

dengan penulis sehingga salah satu misi organisasi yaitu 

memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai. 

Selain itu, tahapan identifikasi dan pengumpulan dokumen 

landasan hukum APBN juga dapat mendukung misi 

organisasi memperkuat pengembangan profesi analis 

APBN. 

Penguatan Nilai Organisasi 

Kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran 

merupakan salah satu bentuk penguatan nilai organisasi 

karena dalam tahapan mi penulis menyampaikan dan 

menjelaskan rancangan aktualisasi yang akan dilakukan, 

dimana penulis harus slap dan mampu melaksanakan 

aktualisasi dengan balk. Selain itu, hasil dari kegiatan 

aktualisasi mi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan 

benar. Dengan dilaksanakannya kegiatan mi maka nilai 

Akuntabel dan Profesional telah dilaksanakan. Dalam setiap 

pelaksanaan kegiatan, penulis selalu menganggap pekerjaan 

sebagai sebuah ibadah kepada Allah SWT, memulai kegiatan 

dengan doa dan mengakhirinya dengan syukur sebagal 

bentuk nilai Religius. 

Dengan melakukan identifikasi dan pengumpulan data 

informasi hukum APBN, maka nilal organisasi Akuntabilitas 

dapat terlihat dengan membuat laporan dokumendokumen 

yang dapat dikumpulkan, Profesionalitas dan Integritas 
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dapat diperkuat dengan memberikan usaha terbaik 

semaksimal mungkin dalam mengumpulkan dokumen-

dokumen yang dibutuhkan. 

2. Pengolahan dokumen yang telah dikumpulkan 

Kegiatan 2 dalam rangkaian aktuaUsasi mi terdiri dari 2 tahapan, 

yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, dan mengklasifikasikan 

APBN berdasarkan herarki peraturan perundang-undangan. 

Tabel 3. Keterkaitan Nilai-Nitai Dengan Kegiatan Aktualisasi 

U.. 

1 Akuntabilitas Whole Of Government Religius 

2 Nasionalisme - Akuntabel 

3 Etika Publik - Profesional 

4 Komitmen Mutu - Integritas 

2.1. Konsultasi Dengan Mentor 
Pada kegiatan mi, penulis mengawali dengan 

melakukan konsultasi awal dengan Ibu Dwi Resti Pratiwi 
selaku mentor. Hasil dari konsultasi mi adalah: 
• Mengklasifikasikan APBN lebih spesifik, termasuk 

didalamnya terkait Otsus, Dana Desa, dan lain-lain. 
• Batasi hanya terkait mandatory spending saja 
• Cari undang-undang yang berlaku dalam jangka panjang 

Gambar 6. Konsultasi Dengan Mentor 

I - - 	- 

JL ( 4. 



2.2. Mengklasifikasikan peraturan APBN berdasarkan 
hierarki peraturan perundang -undangan 

Pada tahapan mi, penulis membuat suatu list data 

hukum APBN, dimana didalamnya terdapat Undang-undang, 

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan 

Presiden, dan Peraturan Menteri yang terkait dengan APBN. 

Gambar 7. Daftar Peraturan APBN 
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Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 
Akuntabilitas 

Baik dalam kedua tahap kegiatan mi, penulis tetap 

mengedepankan indikator-indikator akuntabilitas yaitu jujur 

dalam menglasifikasikan peraturan-peraturan terkait APBN, 

serta bertanggungjawab atas apa yang telah penulis 

kerjakan. Pelaksanaan konsultasi serta laporan hasil 

klasifikasi dokumen kepada atasan juga merupakan salah 

satu bentuk tanggung jawab dari penulis atas aktualisasi 

yang akan dikerjakan. 

Nasionalisme 
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Ketika melakukan konsultasi dengan mentor, penulis 

melaksanakan beberapa indikator-indikator nilai 

Nasionalisme, diantaranya yaitu menghormati pendapat dan 

mentor, tidak memaksakan kehendak mentor, menghormati 

keputusan bersama, serta disiplin dalam menepati waktu 

saat akan bertemu. Selain itu, konsultasi dengan mentor juga 

merupakan bentuk musyawarah, dimana hal itu termasuk 

dalam indikator nilai nasionalisme. 

Etika Publik 

Kedua 	tahapan 	dalam 	kegiatan 	2 	selalu 

mengimplementasikan nhlai-nilai etika publik yang 

dilaksanakan dalam beberapa indikator. Contohnya, dalam 

melaksanakan tiap-tiap tahapan selalu fokus dan cermat, 

sehingga tidak ada data yang salah. Pada saat berkonsultasi 

dengan mentor maupun atasan selalu bersikap sopan dan 

santun, hal itu juga menunjukkan nilai etika publik seorang 

asn 

Komitmen Mutu 

Dalam pelaksanaan kegiatan mengklasifikasikan dokumen 

yang akan diunggah, penulis juga menggunakan efektifitas 

dan efisiensi waktu dalam memilih peraturan mana yang 

sudah diganti dengan peraturan baru, sehingga tidak ada 

dokumen peraturan yang sudah tidak berlaku tetapi 

terunggah ke website. Dalam melaksanakan aktualisasi mi, 

di setiap tahapannya penulis selalu berorientasi mutu dan 

termotivasi untuk dapat berinovasi demi perkembangan 

Pusat Kajian Anggaran. Sehingga kedepannya para Analis 

APBN dapat mendapatkan efisiensi waktu dalam membuat 

analisis yang berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum. 

Whole Of Government 
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Pelaksanaan tahapan konsultasi dengan mentor merupakan 

salah satu bentuk WOG. Dimana penulis bersama mentor 

bertukar pikiran dalam mengklasifikasikan dan menyeleksi 

peraturan-peraturan apa saja yang terkait dengan APBN dan 

masih berlaku hingga saat ml. 

Kontribusi Terhadap Vlsi dan Misi Organisasi 

Kegiatan konsuttasi dengan mentor merupakan proses 

penting agar hasil akhir dari kegiatan aktualisasi dapat berjalan 

dengan balk dan maksimal. Pada tahapan ini, terjadi proses 

sharing knowledge antara atasan dengan penulis sehingga salah 

satu misi organisasi yaltu memperkuat manajemen pengetahuan 

dapat tercapal. Selain itu, tahapan klasifikasi dokumen landasan 

hukum APBN juga dapat mendukung misi organisasi 

memperkuat pengembangan profesi analis APBN. 

Penguatan Nilal Organisasi 

Kegiatan konsultash dengan mentor merupakan salah satu 

bentuk penguatan nilal organisasi karena dalam tahapan ml 

penulis menyampaikan dan menjelaskan rancangan aktualisasi 

yang akan dilakukan, dimana penulis harus slap dan mampu 

melaksanakan aktualisasi dengan balk. Selain itu, hasil dan 

kegiatan aktualisasi mi harus dapat dipertanggungjawabkan 

dengan benar. Dengan dilaksanakannya kegiatan mi maka nilal 

Akuntabel dan Profesional telah dilaksanakan. Dalam setiap 

pelaksanaan kegiatan, penutis selalu menganggap pekerjaan 

sebagal sebuah ibadah kepada Allah SWT, memulal kegiatan 

dengan doa dan mengakhirinya dengan syukur sebagal bentuk 

nilal Religius. 

Dengan melakukan klasifikasi data informasi hukum APBN, 

maka nilai organisasi Akuntabilitas dapat terlihat dengan 
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membuat laporan dokumen-dokumen peraturan yang masih 

berlaku, Profesionalitas dan Integritas dapat diperkuat dengan 

memberikan usaha terbaik semaksimal mungkin dalam 

menyeleksi dokumen-dokumen mana yang dapat diunggah dan 

dokumen peraturan mana yang sudah tidak berlaku dan tidak 

perlu diunggah. 

3. Publikasi data informasi hukum APBN pada website Pusat 
Kajian Anggaran 

Kegiatan 3 dalam rangkaian aktualisasi ml terdiri dari 4 tahapan, 

yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan koordinasi 

dengan pengelola website untuk dibuatkan satu kolom baru terkait 

landasan hukum APBN, membuat analisis singkat terkait undang-

undang yang perlu diperbaharui, dan mengunggah dokumen. 

Tabel 4. Keterkaitan NiIai-Nilai Dengan Kegiatan Aktuatisasi 

1 Akuntabilitas 	Whole Of Government Religius 

2 Nasionalisme - Akuntabel 

3 Etika Publik - Profesional 

4 Komitmen Mutu - Integritas 

3.1. Konsultasi Dengan Mentor 

Pada kegiatan mi, penuis mengawali dengan melakukan 

konsultasi awal dengan Ibu Dwi Resti Pratiwi selaku mentor. Hash 

dari konsultasi ml adalah 

• Segera koordinasikan dengan BDTI 
• Buat analisis dalam bentuk infografis tentang peraturan 

terkait APBN yang sudah tidak relevan dengan 
perkembangan zaman dan perlu direvisi, dan upload di 
website Pusat Kajian Anggaran 

• Segera upload peraturan perundang-undangan 
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Gambar 8. Konsultasi Dengan Mentor 

32. Melakukan koordinasi dengan pengelola website untuk 
dibuatkan satu kolom baru terkait peraturan dan landasan 
hukum APBN 

Pada tahapan ini, penulis mengikuti diskusi dengan BDTI 

untuk menyampaikari gagasan aktualisasi yang akan dikerjakan, 

sehingga terdapat sinkronisasi pemahaman antara penulis dan 

BDTI selaku pengelola website yang akan membantu proses 

pelaksanaan aktua!isasi. 

Gambar9. Koordinasi Dengan BDTI 

-w 
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3.3. Membuat Analisis Singkat Terkait Undang-Undang Yang 
Perlu Diperbaharui 

Tahapan tahapan yang ditambahkan pada saat habituasi, 

dimana dari hasil diskusi antara penulis dengan mentor, dinilal 

pertu adanya analisis singkat terkait undang-undang APBN apa 

yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perlu 

diperbaharui. Tahapan tersebut sekaligus mendukung tugas 

penulis sebagal Analis APBN, sehingga perlu adanya anahsis 

terkait Undang-Undang APBN. Pada tahapan kegiatan mi, 

penulis membuat analisis sing kat dalam bentuk infografis tentang 

Reformasi Kebijakan Perpajakan, dimana ada 3 Undang-Undang 

yang perlu diperbaharul lagi, yaitu UU No. 16 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 36 

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta UU No. 

42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN). Ketiga 

UU tersebut dinilai perlu diperbaharui lagi, seperti yang kita 

ketahui bahwa UU KUP telah masuk ke dalam UU Prioritas dan 

2015 hingga 2019, namun masih belum terselesaikan hingga 

saat ini. Untuk itu perlu ada perhatian khusus oleh Pemerintah 

dan DPR terkait perbaikan peraturan perundang-undangan 

perpajakan tersebut. 

Gambar 10. Pembuatan Analisis Undang-Undang Terkait APBN 

TAX POLICY 
REFORM: \•\ 

MENCLJLAS ULANG 
UNDANG-UNDANG 

U SANG 

rn. j84i.; 1t( .r;apan t-214 flrr: 	 'V .flW Stag 
• 221 	 JJ 	 2222.j .ag 	 1I22 	 I3t 	 lV 

1fl5 	216 	2911 	20T 1 	2U 
•Ufll 	 •2llt 	 Pram 	W 2 	 0) 

- aW 

UUKUP II UUPPN 

pl 



3.4. Melakukan Pengunggahan Dokumen 

Pada tahapan kegiatan mi, penulis melakukan upload 

dokumen yang telah dikumpulkan dan infografis yang telah dibuat 

ke dalam database website Pusat Kajian Anggaran. Proses 

pengunggahan dokumen dilakukan secara manual oleh penulis. 

Gambar 11 Penjelasan Prosedur Pengunggahan Dokumen 
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Gambar 11. Pengunggahan Infografis Analisis Ke Dalam Website 
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Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 
Akuntabilitas 

Pada setiap kegiatan, penulis tetap mengedepankan indikator-

indikator akuntabilitas yaitu bersikap jujur dalam mengerjakan 

kegiatan, bersama mentor menentukan arah kejelasan target 

kegiatan 3, serta bertanggungjawab atas apa yang telah penulis 

kerjakan. Pelaksanaan konsultasi serta laporan kepada atasan 

juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari penulis 

atas aktualisasi yang akan dikerjakan. Pada tahapan 2, penulis 

berkoordinasi dengan BDTI terkait pembuatan menu baru pada 

website, hal itu menunjukkan sikap Partisipatif yang juga 

termasuk dalam indikator nilai Akuntabilitas. Selanjutnya pada 

tahapan 4, penulis membuat suatu daftar peraturan mana saja 

yang sudah dan/atau belum diupload pada website, sehingga 

proses pengunggahan dokumen berlangsung akuntabel. 

Nasionalisme 



Pembuatan analisis terkait undang-undang yang sudah tidak 

relevan dengan perkembangan zaman juga memunculkan sisi 

nasionalisme penulis, dimana tahapan tersebut dilakukan untuk 

mendukung perbaikan hukum perpajakan di Indonesia. Ketika 

melakukan konsultasi dengan mentor maupun berdiskusi 

dengan pengelola website(BDTI), penulis sebisa mungkin 

melaksanakan beberapa indikator-indikator nilai Nasionalisme, 

diantaranya yaitu menghormati pendapat dari orang lain (mentor 

dan BDTI), tidak memaksakan kehendak orang lain, 

menghormati keputusan bersama, serta disiplin dalam menepati 

waktu saat akan bertemu. Selain itu, konsultasi dengan mentor 

juga merupakan bentuk musyawarah, dimana hal itu termasuk 

dalam indikator nilai nasionalisme. 

Etika Publik 

Ketiga tahapan dalam kegiatan 3 selalu mengimplementasikan 

nilai-nilai etika publik yang dilaksanakan dalam beberapa 

indikator. Contohnya, dalam melaksanakan tiap-tiap tahapan 

selalu fokus dan cermat, sehingga tidak ada data yang salah 

upload. Pada saat berkonsultasi dengan mentor maupun diskusi 

dengan BDTI selalu bersikap sopan dan santun, hal itu juga 

menunjukkan nilai etika publik seorang asn. 

Komitmen Mutu 

Proses pengunggahan dokumen peraturan yang terkait APBN 

dilakukan dengan menggunakan checklist data excel, sehingga 

tidak ada dokumen yang berganda, dan proses pengunggahan 

lebih efektif meskipun dilakukan secara manual dan satu 

persatu. Dalam melaksanakan aktualisasi mi, di setiap 

tahapannya penulis selalu berorientasi mutu dan termotivasi 

untuk dapat berinovasi demi perkembangan Pusat Kajiari 

Anggaran. Sehingga kedepannya para Analis APBN dapat 
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mendapatkan efisiensi waktu dalam membuat analisis yang 

berkaitan dengan peraturan-peraturan hukum. 

5) Whole Of Government 

Pelaksanaan tahapan konsultasi dengan mentor merupakan 

salah satu bentuk WOG yang memiliki karakteristik intl yaitu 

kolaborasi, dan kesatuan. Dimana penulis bersama mentor 

bertukar pikiran dalam melakukan menganalisis peraturan apa 

saja yang sudah memerlukan pembaharuan. Selain itu proses 

pembuatan menu baru pada website dan proses pengunggahan 

dokumen membutuhkan peran serta dari BDTI. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penulis menerapkan nilai WOG dalam 

melaksanakan kegiatan 3, yaltu bekerjasama dengan BDTI 

sebagai pengelola data. 

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi 

Kegiatan konsultasi dengan mentor merupakan proses penting 

agar hasH akhir dari keg iatan aktualisasi dapat berjalan dengan balk 

dan maksimal. Pada tahapan ml, terjadi proses sharing knowledge 

antara atasan dengan penulis sehingga salah satu misi organisasi 

yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapal. Selain 

itu, dengan melakukaan koordinasi dengan BDTI, maka tugas 

organisasi memperkuat manajemen pengetahuan dan vlsi 

organisasi menjadi Pusat Kajian Anggaran yang profesionat, andal, 

akuntabel dapat terlaksana. Selanjutnya, dengan menunggah 

dokumen dan analisis informasi hukum APBN pada website Pusat 

Kajian Anggaran maka tugas organisasi yaitu mendukung 

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang 

perencanaan APBN; dan fungsi organisasi yaitu pelaksanaan 

dukungan pengkajian anggaran dapat tercapai, karena dokumen 

yang diunggah dapat mendukung kinerja para Anggota Dewan dan 

Analis APBN. 
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Penguatan Nilai Organisasi 

Kegiatan konsultasi dengan mentor merupakan salah satu 

bentuk penguatan nilai organisasi karena dalam tahapan ini penulis 

menyampaikan dan menjelaskan rancangan aktuaiisasi yang akan 

dilakukan, dimana penulis harus slap dan mampu melaksanakan 

aktualisasi dengan balk. Selain itu, hasil dari kegiatan mi harus dapat 

dipertanggungjawabkan dengan benar. Dengan dilaksanakannya 

kegiatan ml maka nilal Akuntabel dan Profesional telah 

dilaksanakan. Selain itu, nilal akuntabel juga diterapkan pada saat 

melakukan analisis peraturan yang perlu diperbaharul, dimana hash 

infografis dapat menjadi satu bukti bahwa penulis telah 

melaksanakan tugas dengan balk. Dalam sethap pelaksanaan 

kegiatan, penulis selalu menganggap pekerjaan sebagal sebuah 

ibadah kepada Allah SWT, memulal kegiatari dengan doa dan 

mengakhininya dengan syukur sebagal bentuk nilal Religius. 

Profesionalitas telah dilaksanakan dalam bentuk pengerjaan 

analisis sesuai dengan rencana awal, dan arahan dari mentor, 

sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan. Sikap 

Integritas ditunjukkan pada saat melakukan pengunggahan 

dokumen yang jumlahnya cukup banyak dan membutuhkan waktu 

lama, tetapi penulis tetap berintegritas mengerjakannya hingga 

selesal dengan tepat waktu. 

4. Sosialisasi kepada staff Analis APBN 

Kegiatan 4 dalam rangkaian aktualisasi ini terdini dari 3 

tahapan, yaltu Pembuatan PPT sebagal bahan presentasi, 

Penginiman undangan sosialisasi, dan Pelaksanaan sosialisasi. 

Tabel 5. Keterkaitan Nilai-Nilai Dengan Kegiatan Aktualisasi 

n 

1 	Akuntabhlitas 	Whole Of Government 	Relighus 

2 Nasionalisme 	Manajemen ASN 	Akuntabel 
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3 	Etika Publik 	 Profesional 

4 	Komitmen Mutu 	 Integritas 

4.1. Pembuatan PPT sebagai bahan presentasi 

Tahap aktualisasi ini dilakukan dengan membuat dokumen 

presentasi dan pendukungnya, diharapkan agar pada saat 

presentasi dapat membantu penuUs dalam menyampaikan 

gagasan dan substansi laporan aktualisasi yang disampaikan. 

Selain itu, dokumen presentasi dibuat semenarik mungkin agar 

mudah dipahami. Pada tahapan ini, penulis melakukan konsultasi 

dengan coach dalam membuat dokumen presentasi yang baik 

dan rnenarik. 

Gambar 12. Konsultasi dengan Coach 

4.2. Pengiriman Undangan Sosialisasi 

Pada tahapan mi, penulis berkoordinasi dengan TU Pusat 

Kajian Anggaran agar dapat dibuatkan surat undangan 

pelaksanaan presentasi untuk seluruh Analis APBN di Pusat 

Kajian Anggaran. 
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Gambar 13. Surat Undangan Sosialisasi 
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43. Pelaksanaan sosialisasi 

Sosialisasi dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, 

penulis mensosialisasikan hasil aktualisasi dalam bentuk 

presentasi kepada seluruh staff Analis APBN di Pusat Kajian 

Anggaran. Tahap kedua, penulis melakukan sosialisasi pada 

Analis APBN Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 

dengan cara mendatangi dan memberikan penjelasan kepada 

analis APBN di Pusat kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. 

Tahap kedua mi dilakukan dengan pertimbangan bahwa hasil 

aktualisasi ini sangat mudah untuk dipahami dan diaplikasikan, 

sehingga tidak memerlukan presentasi seperti yang dilakukan 

pada internat Pusat Kajian Anggaran. 
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Gambar 14. Presentasi dan Sosialisasi di PKA dan PKAKN 

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 
Akuntabilitas 

Dalam tahap 1 dan 3, penulis tetap mengedepankan indikator -

indikator akuntabilitas yaitu jujur dalam penyampaian data-data 

saat sosialisasi, serta bertanggungjawab atas apa yang 

disampaikan. Pelaksanaan sosialisasi juga merupakan salah 

satu bentuk tanggung jawab dari penulis atas aktualisasi yang 

telah dikerjakan. 

Nasionalisme 

Undangan sosialisasi, dokumen powerpoint, serta penyampalan 

sosialisasi yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar merupakan salah satu bentuk nasionalisme. 
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Etika Publik 

Undangan sosialisasi, dokumen powerpoint, serta penyampaian 

sosialisasi yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benarjuga menunjukkan etika publik yang baik. 

Komitmen Mutu 

Dalam melaksanakan aktualisasi mi, di setiap tahapannya 

penulis selalu berorientasi mutu dan termotivasi untuk dapat 

berinovasi demi perkembangan Pusat Kajin Anggaran. Pada 

tahapan 1, penutis membuat dokumen powerpoint dengan 

memanfaatkan fitur-fitur teknologi sebaik mungkin, sehingga 

pada saat penyampaian sosialisasi dapat rrudah dipahami oleh 

peserta. mi merupakan salah satu bentuk inovasi yang 

terkandung dalam nilai komitmen mutu. 

Whole Of Government 

Nilai WOG dilaksanakan pada saat penulis melakukan persiapan 

sosialisasi, dimana penulis meminta bantuan TU untuk 

membuatkan surat undangan presentasi aktualisasi cpns, dan 

juga pada saat melakukan sosialisasi kepada analis APBN di 

PKAKN. 

Manajemen ASN 

Di dalam mata pelatihan Manajemen ASN, penulis memahami 

bahwa salah satu hak Pegawai Pemerintah Non Peg awai Negeri 

(PPNNP) adalah mendapatkan pengembangan kompetensi. 

OIeh karena itu pada saat sosialisasi, penulis mengundang 

seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran termasuk juga 

Analis APBN yang berstatus PPNPN. 

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi 

Dengan melakukan sosialisasi database informasi hukum APBN 

kepada seluruh staff Pusat Kajian Anggaran maka tugas organisasi 
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yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas 

DPR RI di bidang perencanaan APBN; fungsi organisasi yaltu 

pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran; visi organisasi yaitu 

menjadi Pusat Kajian Anggaran yang professional, andal, dan 

akuntabel; serta misi organisasi yaitu memperkuat manajemen 

pengetahuan dapat tercapai. 

Penguatan Nilai Organisasi 

Dengan adanya persiapan hingga pelaksanaan sosialisasi 

database informasi hukum APBN kepada seluruh analis APBN maka 

nilai organisasi Religius dapat diimplementasi dalam bentuk 

mengawali dan mengakhiri sosiajisasi dengan membaca doa serta 

berpegang teguh dengan nilai-nilai agama yang memuliakan 

sesama dalam berinteraksi; Akuntabilitas dapat terealisasi dengan 

menyediakan informasi yang jujur, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan; Profesionalitas dapat terealisaasi dengan 

mengedepankan kualitas presentasi yang maksimal; dan nilai-nilai 

Integritas dapat diperkuat dengan tetap konsisten memberikan 

usaha yang terbaik dalam melaksanakan kegiatan demi kegiatan. 

Stakeholder 

Internal Eksternal 

Staf Pusat Kajian Masyarakat Was / orang yang 

Anggaran 
mengakses website Pusat 

Kajian Anggaran 

Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala 

No Kendala yang Terjadi Strategi Mengatasi Kendala 

1 Adanya peraturan yang sudah Menggunakan 	bantuan 	dan 	website 

tidak 	berlaku, 	sehingga www.peraturan.go.id , 	sehingga 

harus 	melakukan dapat diketahui peraturan apa yang 

pengecekan manual satu sudah 	tidak 	berlaku, 	dan 	diganti 

persatu dengan peraturan yang mana 
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2 	Pengunggahan dokumen tidak Tetap 	berintegritas 	untuk 	dapat 

dapat dilakukan secara 	mengunggah dokumen secara 

kolektif 	 manual satu persatu. 

D. Analisis Dampak 

Hasil Inisiatif 

Pengimplementasian aktualisasi mi akan berdampak pada 

meningkatnya wawasan dan kompetensi analis APBN terkait 

landasan hukum yang berlaku mulal dari perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi APBN. Selain itu, terdapat 

peningkatan komitmen mutu Pusat Kajian Anggaran untuk 

memberikan pelayanan publik berupa informasi APBN beserta 

dasar-dasar landasan hukumnya. 

Nilai DasarANEKA 

Dampak yang mungkin terjadi jika dalam implementasi 

rancangan aktualisasi tidak disertai dengan nilai-nilai dasar ANEKA, 

maka dalam pelaksanaannya pasti akan mengalami banyak 

kendala. Misalnya, tanpa penerapan konsep WOG, maka 

pembuatan menu database informasi hukum APBN pada website 

tidak akan dapat terlaksana, karena tidak terdapat kerjasama yang 

balk antara Pusat Kajian Anggaran dengan BDTI. Selain itu, tanpa 

adanya konsep Akuntabilitas tidak akan terdapat laporan 

pertanggungjawaban dan dokumentasi output yang balk. Konsep 

profesionalitas juga penting, kaitannya dengan seberapa baik 

pekerjaan tersebut dilaksanakan dan diselesaikan. Hal-hal tersebut 

menjadi bukti betapa pentingnya penerapan nilai-nilai dasarANEKA 

dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. 

43 



E. Jadwal Kegiatan 

Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi 

No  
Kegiatan/Tahapan 

Kegiatan 

Agustus September Oktober 

1 PengumpuTan 

Do kum en 

2 Pengolahan 
Dokurnen 

3 Publikasi Dokumen 

4 SosiaUsasi 
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BABV 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penambahan database informasi hukum APBN pada website 

puskajianggaran.dpr.goid merupakan pelaksanaan dari rancangan 

aktualisasi yang telah dilaksanakan selama 30 hari dengan melalui 

beberapa proses. Proses yang dilakukan dimulai dari memilih isu 

strategis dari beberapa isu yang telah dipilih melalui teknik USG. 

Setelah terpilihnya isu strategis maka rancangan aktualisasi mi 

dilaksanakan melalul beberapa kegiatan, sehingga pada akhirnya 

didapatkan output berupa database peraturan-peraturan terkait APBN 

dan mnfografis dari peraturan yang perlu dilakukan revisi, yang kemudian 

diunggah pada website puskajianggaran.dpr.go.id . 

Seorang ASN dituntut untuk dapat bekerja secara optimal dan 

memberikan upaya-upaya terbaik balk bangsa dan negara, salah 

satunya dengan melakukan pengembangan dan inovasi di Iingkup kerja 

masing-masing, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas 

pekerjaan. Namun, dalam melakukan pengembangan tersebut, perlu 

didasari dengan nilai-nilai dasar ANEKA. Dalam aktualisasi ml, penutis 

menyertakan nilai-nilai dasar ANEKA yang terkandung dalam setiap 

tahapan kegiatan, diantaranya yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika 

Publik, dan Komitmen Mutu. 

Dengan adanya data-data informasi hukum APBN pada website 

puskajianggaran.dpn.go.id  diharapkan dapat memberikan informasi 

terkait peraturan yang berkaitan dengan APBN kepada anggota DPR 

RI dan juga masyarakat umum. 

Saran 

Karena data-data informasi hukum APBN memiliki manfaat tidak 

hanya bagi Anggota DPR namun juga dapat dimanfaatkan oleh 
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masyarakat umum, diharapkan kedepannya dapat terus dilanjutkan. 

Dan diharapkan kedepannya data-data informasi hukum APBN dapat 

terus di perbarui. Sehingga data-data informasi hukum APBN selalu 
dapat digunakan dengan baik oleh anggota DPR maupun oleh 

masyarakat umum. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN KEGIATAN I 

Lampiran 1. Laporan Singkat Konsultasi Dengan Kepala Pusat Kajian 
Anggaran 
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Lampiran 2. Laporan Singkat Konsultasi Kegiatan I Dengan Mentor 
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Lampiran 3. Nota Dinas Pembuatan Menu Baru Ke BDTI 

-- 	 SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
OEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIP INDONESIA 

- - = 	.JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA (ODE P05 10270 
TEI.P, (021) 5715349 FAX. (021) 5715423 15715 923 LAMAN: www.dpr.qo.Id 

NOTA DINAS 
NO. BI(I14935SE7JEN DAN BK.OPR 911PAi0912019 

Kupada 	: Yth. Kepala Sldang Data dan Teknologi Inlarrnasi 
Dan 	l<epale Puaar Kajian Anygaran 
PeriI,ai 	: Permohor'an Penambahan Menu path Webaite PKA 
Tangyal 	:9 September2019 

Bersarna ini kami iiampaikan derçan hcrrnat. 3ernchonan untuk 5enamb1ar1 
stasis bar.j pada webslte Fusat i(sjian Asggaran httpVouskaiianqqarnn dl0 dl) 
y.uItu PrGduk Hukuni APBN. 

Alas perhatian dii ker)a sama Saudara karni ucaukan terma kasdi. 

Kepala Pusat l(ajlan Aeggaran. 

-4-,-,, 
Dr. Asep Abmad Saefuloh. SE., FtSi 
NIP. 197109111997031005 
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LAMPIRAN KEGIATAN 2 

Lampiran 4. Daftar Peraturan Terkait APBN Yang Diupload 

Daftar 	 iii Terkait1_1 
('ItlI Tentang 

UU 9 2018 	uu 9/2018 PNBP 

UU 12 2018 uul2/2018 APBN2O19 

UU 15 2017 uulS/2017 APBN2O18 

UU 18 2016 uul8/2016 APBN2O17 

UU 14 2015 uul4/2015 APBN2O16 

UU 3 2015 uu3/2015 APBNP2O15 

UU 17 2014 uu 17/2014 MD3 

UU 27 2014 uu27/2014 APBN 2015 

UU 12 2014 uul2/2014 APBNP2O14 

UU 23 2013 uu23/2013 APBN 2014 

UU 15 2013 uulS/2013 APBNP2O13 

UU 19 2012 uu 19/2012 APBN 2013 

UU 14 2008 uu 14/2008 Keterbukaan Infon'nasi Publik 
Perubahan UU 21-2001 Tentang 

UU 35 2008 uu 35/2008 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 
Menjadi_UU 

UU 39 2007 uu 39/2007 Perubahan UU 11-1995 tentang cukai 
Sistem Perencanaari Pembangunan 

UU 25 2004 uu 25/2004 Nasional 

UU 15 2004 uu 15/2004 Pemeriksaan Keuangan 

UU 1 2004 uu 1/2004 Perbendaharaan Negara 

UU 33 2004 uu 33/2004 
Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

UU 17 2003 uu 17/2003 Keuangan Negara 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah 

UU 18 2001 uu 18/2001 Istimewa Aceh Sebagai Provinsi 
Nanggroe_Aceh_Darussalam 

Pemberian Insentif dan Kemudahan 
PP 24 2019 pp 24/2019 Investasi di Daerah 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
No 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara 

PP 50 2018 PP 50/2018 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara 

PP 5 2017 pp 5/2017 
Kawasan Ekonomi Khusus Arun 

Lhokseumawe 
Kawasan Ekonomi Khusus Galang 

PP 42 2017 pp 42/2017 Batang 

PP 35 2016 pp 35/2016 
Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang 
Berlaku pada Kementerian Pertanian 
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Perubahan kedua atas peraturan 
pemerintah no 60 tahun 2014 tentang 

PP 8 2016 FF8/2016 dana desa yang bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja 

negara 

PP 6 2016 pp 6/2016 
Kawasan ek 	 Tanjung gusus 

Kelayan 
PP 31 2016 pp 31 '2016  Kawasan ekonomi khusus Sorong 

Perubahan atas peraturan pemerintah no 
18 tahun 2015 tentang fasilitas pajak 

PP 9 2016 pp 9/2016 penghasilan untuk penanaman modal di 
bidang-bidang usaha tertentu dan atau di 

daerah-daerah tertentu 
Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan 

PP 8 2015 PP 8/2015 Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada 
Kementerian Pemuda dan Olahraga 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 
PP 7 2015 PP 7/2015 Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Badan_Pusat_Statistik 

PP 96 2015 pp 96/2015 
Fasilitas dan kemudahan di kawasan 

ekonomi khusus 

Jenis dan Tarif Atas Jenis penerirnaan 
PP 49 2019 PP 49/2019 Negara Bukar Pajak yang Berlaku Pada 

Badan liformasi Geospasial 
Jenis dan Taif Atas Jenis penerimaan 

PP 53 2019 PP 53/2019 Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada 
Arsip Nasional Republik Indonesia 

Jenis dan Taif Atas Jenis penerimaan 
PP 8 2019 PP 8/2019 Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Jenis 

PP 59 2018 PP 59/2018 dan TarifAtas Jenis penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang Berlaku Pada 

Kementerian_Agama 
Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan 

PP 28 2019 PP 28/2019 
Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia 

Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan 
PP 44 2014 PP No. 44/2014 Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada 

Kementeran Lingkungan Hidup 
Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan 

PP 20 2014 PP No. 20/2014 
Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada 

Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan 

Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan 

PP 17 2014 PP No. 17/2014 
Negara Bukan Pajak yang Berasaldari 

Layanan Kesehatan di Kementenan 
Pertahanan 

Jenis dan Tarif Atas Jenis penerimaan 
PP 13 2014 PP No. 13/2014 Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada 

 Kementerian Riset dan Teknologi 
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Jenis dan Tarf Atas Jenis penerimaan 
PP 12 2014 PP No. 12/2014 Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada 

Kementerian Kehutanan 
Jenis dan tarif atas jenis penerimaan 
negara bukan pajak yang berasal dan 

PP 33 2014 PP No. 33/2014 
penggunaan kawasan hutan untuk 
kepentingan pembangunan di luar 

kegiatan kehutanan yang bertaku pada 
kementenian kehutanan 

PP 25 2014 pp 25/2014 
Pemberian fasilitas dan insentif usaha 

hortikultura 

PP 31 2014 PP 31/2014 Kawasan ekonomi khusus Palu 

PP 32 2014 PP 32/2014 Kawasan ekonomi khusus Bitung 

PP 50 2014 PP 50/2014 Kawasan ekonomi khusus Morotai 

PP 51 2014 PP 51/2014 
Kawasan ekonomi khusus Tanjung Api- 

Api 
PP 52 2014 PP 52/2014 Kawasan kekonomi khusus Manadlika 

PP 85 2014 PP 85/2014 
Kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta 

Trans Kalimantan 

Jenis dan Tanif Atas Jenis penerimaan 
PP 76 2013 PP No. 76/2013 Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada 

Badan Pemeniksa Keuangan 
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penenimaan 

PP 75 2013 PP No 75/2013 
Negara Bukan Pajak yang Berfaku pada 

Perpustakaan Nasional Republik 
Indonesia 

Jensi dan tarif atas jenis penerimaan 
PP 15 2016 PP No. 15/2016 negara bukan pajak yang berlaku pada 

kenientenian perhubungan 
Jenis dan Tanif Atas Jenis Penenimaan 

PP 64 2013 PP No. 64/2013 Negara Bukan Pajak yang Benlaku di 
Lingkungan Kementenian Dalam Negeri 
Jenis dan Tarif Atas Jeniis penenimaan 

PP 21 2013 PP No. 21/2013 Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada 
Kemenitenian Kesehatari 

Jenis dan tanif atas jenis penenimaan 
PP 3 2018 PP No. 3/2018 negarabukanpajakyangberfakupada 

kementerian keuangan 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penenimaan 

PP 65 2012 PP No. 65/2012 
Negara Bukan Pajak yang Benlaku pada 

Kementerian Tenaga Kerja & 
Transmigrasi 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penenimaan 
PP 31 2017 PP No 31/2017 Negara Bukan Pajak yang Berfaku pada 

Kementenian Perdagangan 
Jenis dan Tarf atas Jenis Penerimaan 

PP 38 2012 PP No 38/2012 Negara Bukan Pajak yang Benlaku pada 
Kementerian Pekerjaan Umum 

Jenis dan Tarf atas Jenis Penerimaan 
PP 63 2016 PP 63/2016 Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Badan Kepegawaian Negara 
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Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 

PP 9 2012 PP 9/2012 
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 
Kementerian Energi dan Sumber Daya 

M n eral 
Jenis dan Tarif atas Jenis Pen erimaan 

PP 47 2018 PPNo47/2018 Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 
BMKG 

Jenis dan Tarif alas Jenis Penerimaan 
PP 3 2012 PP No 3/2012 Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Kementerian Sosial 

PP 26 2012 PP 26/2012 
Kawasan ekonomi khusus Tanjung 

Lesung 

Perubahan atas peraturan pemerintah no 
PP 100 2012 PP 100/2012 2tahun 2011 tentangpenyelenggaraan 

kawasan ekonomi khusus 

PP 29 2012 PP 29/2012 Kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei 
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan 

PP 47 2011 PP 47/2011 Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 
Kementerian_Perindustrian 

PP 2 2011 PP 2/2011 
Penyelenggaraan kawasan ekonomi 

 khusus 

Perubahan Kedua Atas Peraturan 
pemerintah no 1 tahun 2007 tentang 

PP 52 2011 pp 52/2011 
fasilitas pajak penghasilan untuk 

penanaman modal di bidang- 
bidangusaha tertentu dan/atau di 

daerah-daerah tertentu 

PP 90 2010 PP 90/201 0 
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga 

PP 40 2006 PP 40/2006 

Perubahan Alas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan 

PP 76 2010 PP 76/2010 Tarif atas Jenis Penertmaan Negara 
Bukan Pajak yang Bertaku pada 

Departemen Komunikasi dan Informatika 
Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang 

PP 50 2010 PP 50/2010 berlaku pada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 

Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang 
PP 48 2010 PP 48/2010 berlaku pada Badan Pengawasan Obat 

dan Makanan 
Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang 

PP 41 2010 PP 41/2010 berlaku pada Kementerian Kebudayaan 
dan Pariwisata 

Jenis dan Tarif alas Jenis PNBP yang 
PP 13 2010 PP 13/2010 berlaku pada Badan Pertanahan 

Nasional 
Tata cara pemberian dan pemanfaatan 

PP 69 2010 pp 69/2010 insentif pemungutan pajak daerah dan  
retri busi daerah 
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PP 29 2009 PP 29/2009 Tata 

PP 13 2009 PP 13/2009 
Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg 

Berlaku pada Departemen Kesehatan 

PP 39 2009 PP 39/2009 Kawasan Ekonomi Khusus 

PP 73 2008 PP 73/2008 
Jenis & Tarif atas Jeriis PNBP yg 

Berlaku pada Departemen Perdagangan 

Jeriis & Tarif atas Jenis PNBP yg 
PP 53 2008 PP 53/2008 Berlaku pada MA & Badan Peradilan yg 

Berada di Bawahnya 
Jenis & Talf atas Jenis PNBP yg 

PP 36 2008 PP 36/2008 Berlaku pada Badan Pengkajian & 
Penerapan Teknologi 

Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg 
Berasal dr Penggunaan Kawasan Hutan 

PP 2 2008 PP 2/2008 utk Kepentingan Pembangunari di Luar 
Kegiatan Kehutanan yg Berlaku pd Dept. 

Kehutanan 
Pedoman pemberian insentif dan 

PP 45 2008 pp 45/2008 pemberian kemudahan penanaman 
modal di daerah 

Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg 
PP 75 2007 PP 75/2007 Berlaku pada Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia 

PP 63 2007 PP 63/2007 
Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg 

Berlaku pd Departemen Perindustrian 

Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg 
PP 62 2007 PP 62/2007 Berlaku pada Badan Standarisasi 

Nasional 

PP 61 2007 PP 61/2007 
Jenis & Tarifatas PNBP yg Berlaku pada 

Departemen Sosial 
Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg 

PP 57 2007 PP 57/2007 Berlaku pada Badan Koordinator Survei 
& Perietaan Nasional 

Perubahan atas PP No.62 Thn 2002 ttg 
PP 19 2006 PP 19/2006 Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd 

Departemen Kelautan & Perikanan 

PP 8 2006 PP 8/2006 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja 

Instansi Pemerintah 
Jenis & Tarif atas Jenis PNBP yg 

PP 78 2005 PP 78/2005 Berlaku pada Lembaga Administrasi 
Negara 

PP 21 2004 PP 21/2004 Penyusunan RKA-KJL 

PP 20 2004 PP 20/2004 Rencana Kerja Pemerintah 

PP 1 2004 PP 1/2004 
Tata Cara Penyampaian Rencana & 

Laporan Realisasi 

PP 44 2003 PP 44/2003 
Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd 

Departemen Keuangan 
Tarif atas Jenis PNBP yg Bertaku pada 

PP 21 2003 PP 21/2003 Lembaga Penerbangan & Antariksa 
Nasional 
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Pengendalian jumlah kumulatif defisit 

PP 23 2003 pp 23/2003 anggaran pendapatan dan belanja 
negara, serta jumlah kumulatif pinjaman 

pemerintah pusat dan daerah 

Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd 
PP 61 2002 PP 61/2002 Departemen Permukiman & Prasarana 

Wilayah 
Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pd 

PP 58 2002 PP 58/2002 Dept. Kelautan & Perikanan di Bidang 
Jasa Riset Kelautan & Perikanan 

PP 50 2002 PP 50/2002 Tarif atasjenis PNBP yang berlaku pada 
BPPT 

PP 42 2002 PP 42/2002 Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak & Gas Bumi 

PP 33 2002 PP 33/2002 
Tarif atas Jenis PNBP yg Berlaku pada 

Departenien Luar Negeri 

PP 32 2002 PP 32/2002 Tarif PNBP Lembaga Administrasi 
Negara 

PP 10 2002 PP 1012002 Tarif PNBP Kantor Meneg LH Bidang 
Pengendalian Dam 

Perubahan PP No. 134 Th. 2000 ttg Tarif 
PP 48 2001 PP 48/2001 atas Jenis PNBP yg Berlaku pada 

BAPETEN 

PP 42 2001 FF42/2001 
Tarif PNBP Badan Koordinasi Survei & 

Pemetaan Nasional 

PP 13 2000 PP 13/2000 Perubahan PP No. 58Th. 1998 ttg Tarif 
PNBP Depart 

Perubahan Kedua atas PP No 59 Thn 

PP 92 1999 PP 92/1999 
1998 ttg Tarif atas Jenis PNBP yg 
Berlaku pd Dept. Kehutanan dan 

Perkebunan 
PP 73 1999 PP 73/1 999 Tata Cara Penggunaan PNBP 

PP 22 1997 PP 22/1997 Jenis dan Penyetoran PNBP 

Perpres 129 2018 Perpres No. 129 Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Tahun 2018 Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 

Perpres No. 5 
Perubahan atas peraturan presiden no 

Perpres 5 2018 
Tahun 2018 

123 tahun 2016 tentan petunjuk teknis 
dana alokasi khusus fisik 

Perpres 107 2017 Perpres No 107 Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Tahun 2017 Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 

Perpres 97 2016 
Perpres No 97 Rirician Anggaran Pendapatan dan 
Tahun 2016 Belanja Negara lahun Anggaran 2017 

Perpres 66 2016 Perpres No. 66 Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Tahun 2016 Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 

Perpres 123 2016 Perpres No. 123 
Tahun 2016 Petunjuk teknis dana alokasi fsik 

Perpres 36 2015 Perpres No. 36 Rincian Anggaran Pendapatan dan 
_ Tahun 2015 Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 
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Perpres No. 39 Pemberian Penghargaan Pengenaan 
Perpres 39 2012 

Tahun 2012 Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran 
Belanja Kementerian/Lembaga 

Tarif pemotorgan dan pengenaan pajak 
penghasilan pasal 21 atas penghasilan 

Perpres 80 2010 Perpres No. 80 yang menjadi beban anggaran 
Tahun 2010 pendapatan dan belanja negara atau 

anggaran pendapatan dan belanja 
daerah 

PMK No. Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan 
PerMen 88 2019 

88/PMK.02/2019 Pertanggungawaban Dana Cadangan 
Beras Pemerintab 

PerMen 78 2019 PMK Standar Biaya Masukan Tahun 
No.78/PMK.02/2019 Anggaran 2020 

Perubahan Atas PMK Nomor 
94/PMK.02/20 17 tentang Petunjuk 

PerMen 142 2018 PMK No. Penyusunan dan Penelaahan Rencana 
142/PMK.02/2018 Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga dan Pengesahan 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
Perubahan Atas Peraturan Menteri 

PerMen 37 2018 PMK No: Keuangan Nomor 49/PMK.02/201 7 
37/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 

Anggaran 2018 

PerMen 32 2018 PMK No. Standar Biaya Masukan Tahun 
32/PMK.02/2018 Anggaran 2019 

Pengukurai dan Evaluasi Kinerja 

PerMen 214 2017 PMK No. Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana 
214/PMK.02/2017 Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga 

PMK No: Tatacara Pembayaran PNBP dari Hash 
PerMen 190 2017 

190/PMK.02/2017 Pengelolaan kekayaan Negara 
Dipisahkan 

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan 

PMK No. Rencana Kerja dan Anggaran 
PerMen 94 2017 

94/PMK.02/201 7 Kementerian Negara/Lembaga dan 
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran 

PenMen 49 2017  PMK No. I  Standar B aya Masukan Tahun 
49/PMK.02/2017 Arggaran 2018 

611 



Lampiran 5. Laporan Singkat Konsultasi Kegiatan 2 Dengan Mentor 
Pusat Kajian Anggaran 

c 	 Sekretarlat Jenderal dan Badan Keahlian 
- 	- 	 Dewan Ferwakilan aakyat Repubilk Indonesia 

51. JendeI Ciatot Sunrotn laicirta Kode Pon I 071) 

• Iip. (071) 5715730 Fa) 1021) 5715933 Larnan, puskanirariproJ 

LAPORAN SINGKAT K0NSULTASI AKTUALISASI CPNS PIJSI%T KAIIAN ANGrARAN 

Htrr.1toeesl 	J 	R.ihu. II September2059 

ESIkIL) 	 0930-09 45 WIFO 

rempat 	 Ritang 603 Pusiit Kaian Anggararl 	 - - 

KonsuJt.IsT Mengensi Pelsksnnasn Kegiatin 2 i.ktualisasi CPNS 

• Dwt Rend Pratiwi, ST, MPM. - 	 - -. 

P01(0K- P01(0K HASIL PEMB1IASA1 

Rerdosarkan knnsuiras, yang dilakukan, wish disepakan boluwa diilam 

mengklasillk.asikau APLIN harus lehih ipesilik. masukkan juipi pei -aturjn terkait Ot.us. Oana 

Dma, dart persturan lain yang herkaitan dengan APBN. LIat.asl cakupan peraturan ivanyun terkait 

mandatory spending sala. Selain itu juga selektf dulana memilib undang.undang yang ukan 

dipiLib, yaltu untiang-undang yang herlaki dalam jangka panjang. Unruk undang-undang ping 

hariya beriaku jangki penlek (kurong don I rohun) ridak pertLi terIIu banyok Limasukkun. 

ritkiip holiti- ipa tahin terakhir Cain. Uncuk konsultasi reianurnya diharapkan sudaN ada 

daftar perituron yang kan dtunggaln ke website. 

Mengebliut. 

Karinid. Petidapotan dan Pemhiayaan 

0.1  
DwiRoati Pratiwi. 5.1 MPM. 

NIP. 1988002120 (4022005 
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LAMPIRAN KEGIATAN 3 

Lampiran 6. Laporan Singkat Konsultasi Kegiatan 3 Dengan Mentor 

• - 	 Penal Lijian dnggann 

Sekrnlarlat Innnderal Jan Badan Keahhlan 

- - 	 Dennan Pemwakilan Rakyat Rcpnnbhik Indonenne 

IL I 	5nl Onion 	i.ono Jakania tide Vo 70570 
rely 105 1117117711 Von. 05 575555 Lawn poskainig inoolyr 4n ii 

LAPOFVnN SINGKM KOONSULTASI AIcTUALISASI CPNS PIISAT CAtION ..tNGOARAN 

Ntii. TinnuI 	 Odin.,. [7 September 201? 

09JO9945 WI It 

LtlflSlSI 	 Ilu.nng 003 Pusat Kayau tnggarno 

Aura 	 -Konlras Menai Pelakurman Keglacin 3 Oktu.nhnasi CFNS 

aumr antnprusmwn.sr.ttpni. 

P01(0K P01(01< IIASIL POMIOAI009,tN 

Berdosirhan Iconsoltaul yang dilakulcan. telah disnpakaci unwk membuctanallss dcicm 

hentuk nIgramns trrncan( peraruran terl,ait AVON yang nudab tidak melnuan dcnncpn 

perkennlanan Oman dju penn , Ilresi,c. Imfogratls Inc nancunyn ;cbagai baban pertinobangan 

aoggou dcnwain rung ban, nnnenpcbat (aiim mnnnimbang perinnyn prnuctakhiran outing 

undang yanig utah ndak demon dengan linamika pericembangan ,ulman. SeLoniutnyn prunes 

pungs nEahan dukumen peramuran perncndang-unclanngunn APON lg. harun .se ,cera iiakubuin. 

nnengiegat lunniab dokunnen yang whiny hanyak sehnnggn peril, (end.,, cecepatnyl. llntuk 

prncenrant ckricailsasi cyns dn internal pout Indian anggar-an. 

Men (CLI mud, 

Korhid. Pcndapacan dan Pcnhlayaann 

431,  
I3tnn Annob Pratnu 5.1 My'4 

NIP 19880621201-1022001 

Lampiran 7. Daftar Hadir Koordinasi Dengan BDTI 
jw 	

SEKRTARJAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLiK INDONESIA 

JLN, JENCERALGATOT SUBROTO JA(ARTASODE 0Q9  10271D 
- - 	

TEL? 1021 5715 349 VON. 521) 579 423 9779 325, WEBSITS. nnnnn.yn god 

OAITAR 000IR RAPAT AEIUALIS1SI DENGAN 9011 

Pundiklat iG tieglember 0019 

Mo - 	 NarrrO 	 Unit 	 Tandg,Tangao 7 
- kyrrno OW, $Oclnman 	 pM 	 - 

2. 	hjnn 	 !.  

LL 

 

Nbrea Anmnarn 	9070ZIn 	 sm .AfllWt 	poIraA 

Clinker 	 ln,np..I.de (V 

r 

__1nnnen rutuwm 	 _4s9kunn o,kW 	- i 	-- 
lid 	 cnnn 5  1 cj 	nn'd. 	 PbS 
A 	nl 	[•.,  

1k LILTiik gig ntmu 	— 	Pa(prad i 	On 	 - 
[ in\ 9 Lo_ .:. cs\ .ki. 	p4iy 	. ii7n_ 
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LAMPIRAN KEGIATAN 4 

Lampiran 9. Undangan Presentasi Internal PKA 

-.. 	 SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JL JENDER1L GATOT SUOROTO JAKARTA (ODE POE 10270 -. 	
TELP 021 1 5715730 PAX 0211 5715933 LAMAN -*apr0o 4 

Nomor 	P7J1 10/SETJEN DAN BK DPR P1/10019 	 4 Cktober 2019 
CeraL 	Segeca 
Lampoal 
Pnha/ 	Undargan RaaI Koonlinasi 

I. Kasub 11.1 Pusat ICajIan Anggaran; 
1 Pan Kurbid Malls AP9N San Analls A.PBN. 

Jakarta 

Dergan nomlal. bans bentohukan bahwa dalam ranglla 7enai9kalall pemterat, dukurga, 
keahlian ke7nda Prtrprnan lan Anggola Cewan PerwakIan Rakyal Republlk ndonesia.Pi.jsat Kai 
Anggaran Sadan KealLan Cewan bermabsad rengadallan Pwaenlasi Aktualitas CPNS Pusas 
X4ian Arggaran yang allan dabsaraican pads 

Han/tauggal 	Senir. I CIIGOer 2519 
Pubal 0900MB u'S se/es 

Teenpat 	Ruang Papal Kepala Faust ;<apan Ainggaran .15 Puarg 511 
Gedung Seijen dai 31< OPR RI 

1 	Cussy Ce, Serano Peryounan Dana Pue'a 	a '.rçCare, 
Kennenternnnga 5 iCa 	rn re 

_359afp( IX J 
2 	Pond/na l3nebe v'decgr3tis Atad ,gaa jar fu%s4 angganl 

Kusumawanjhwa DPR RI 
3 	Satilo Arga EIfeai Penyeoiaan Database Intornnwa Hukum AP9N 

Pads Webs/ta hr'tpuokeei ior 3o.AY 
4 Sastn Walaudati Pemutablniran Data 	rce.ledge Mai'agernenl 

usia 'Aetisrie Pusal <sane Arggoratr 
5 to Plyono Penyediaan Data inole Cont Salem Menu 

Wikater Ekorromi wala Webate P'.ssat Kan 
Anggn_____________________ 

Sehubungan dengan kegratan tmebut kami mergtrataIrati keiradina, Saudara untuk 
nerrjaril Pesenla Satan, kegratae dimalrsud 

A/as nerhatian San kelnatirran SaudarEk kami ucapkan enma kanin. 

Lakhar Kepala Pusal Kajian Anggaran, 

Itbanul LtIfah, OSos 
NIP. t9720718 199703 2001 
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Lampiran 10. Daftar Hadir Presentasi 

• 	 SEKRErARMr€NOEPAL. OM  9404N c(EAHLIA)J 
0EV/AN PERWANJLAN R41CYATREPUSUK INDONESIA 

• r:EAcccIcTSOrOAcccRt.ccEPC3 52 70 
'72I7'7,'OM 021 77'SK IA/' 	 #70 7, 

O*FTAR MACSR MaPnr 
V/NTMIG 

ORESESRTASIMTUAUSM5SGPNt SEASY RAAYU. SI. 005AI.J6A rtMAcE 
RUSUMAWCROIIASII, SE  SATRD INCA ETFYACY. SE 

SAVITSI WSJL.*JDARI, SE. O EVONO.5E 

, TWRA 	S6.,c I CkSIb.r SRI 
NUN 	 ".110,00 
TN 	 SR1a79 RaIN R.p.M PaRR K RAcg9.7. DPI SR 

Godw.5 S.t5..ccNn RI LJnhS 5 

lANA TAN TANCA TMIGM 

7 A-1 1 45,i1102 CC ME MAIN 

YPM:.SI27 iSos 

-' 5cc700255PI502• 	 -- 

- 1 Potbv 	SA*SC Ill PRMN70 3J - 

, METKS'INdISSR •1.. WltM'RYIRMA 

* 70*022*5105.025 	 SM - 

.1 4R*2**Pa**6..N Ilk cc..sMEH W. 	 .rA 

.5 52570 	 •6.*5!.S 3.'AE INNS 2151 lAd 

77 OrE 15 '405 MANS SF54.02. MARWA 

02 Ma 1 K - - 	— 095.a.02FR7. 
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